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Sulteng, Longki Djanggola.

Desakan itu mencuat pada proses
persidangan di PN Parigi terkait
kasus dugaan korupsi logistik Pemilu

KORUPSI KPU PARMOUT

PH Desak Hadirkan Longki

PARMOUT, MERCUSUAR - Jaksa penuntut
Umum (JPU) didesak untuk segera menghadirkan
sejumlah saksi di persidangan Pengadilan Negeri
(PN) Parigi, diantaranya mantan Bupati Parigi
Moutong (Parmout) yang kini menjabat Gubernur

kada Parmout, Jum'at (28/11). Kasus
logistik Pemilukada Parmout terse-
but melibatkan Ketua KPU Parmout,

Sukirman Andi Rappe, Sekretaris
KPU Djuanda Saehana, Direktur CV
Wilda Cipta Karya Mursalim dan
Kuasa Usaha CV Wildan, Anwar Abda
sebagai terdakwa itu.

Tim Penasehat Hukum (PH)
keempat terdakwa menilai pihak JPU
lamban dalhm menghadirkan sejum-
lah saksi terkait. JPU dituding tidak
serius sehingga merugikan klien
mereka.

“Kami meminta agar jaksa lebih
serius dalam menghadirkan saksi,
“ujar Sugiharto salah seorang dari
anggota Tim PH terdakwa, dihada-
pan majelis hakim PN Parigi. Bukan
hanya itu, Sugiharto juga mendesak
JPU untuk menghadirkan mantan
Bupati Parmout, Longki Djanggola.

Menurut Sugiharto, kesaksian
Longki Djanggola dianggap sangat
penting dan dibutuhkan untuk

didengar di depan persidangan.
Pasalnya, Longki Djanggok dianggap
mengetahui soal ijin prinsip
menyangkut keputusan penunjukan
langsung, perusahaan pencetakan
kertas suara.

Selain itu, kata dia, pernyataan
Longki bisa membuka tabir menge-
nai dasar dan alasan pemerintah
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melakukan penunjukan langsung atas proyek
pencetakan surat suara itu.

Menurutnya, jika dilihat dari aturan yang
tertuang dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003
(Saat itu aturan yang mengatur tender masih
Keppres 80/2003), proyek pengadaan kertas
suara Pemilukada Parmout tahun 2008 seharus-
nya melalui proses pelelangan, bukannya
dilakukan melalui penunjukan langsung. Karena
jumlah anggaran yang dipergunakandalam pro-
yek logistik pemilukada tersebut diatas Rp 50 juta.

Sugiharto juga menyebutkan , bahwa bukti
dokumen menyangkut ijin prinsip penunjukan
langsung yang disetujui oleh mantan Bupati

Parmout tersebut, sampai saat ini belum juga
nampak dipermukaan.

“Yang perlu diketahui apa dasar dan alasan,
sehingga terjadi proses penunjukan langsung.
Sedangkan dalam Keppres Nomor 80 aturannya
bukan begitu,"ujarnya.

Selain itu, PH terdakwa juga mendesak agar
jaksa penuntut, bisa memperlihatkan hasil audit
yang dilakukan oleh BPKP.

Mendengar permintaan PH terdakwa, majelis

hakim PN Parigi, yang diketuai | Made Sukanada

menyahuti permintaan tim PH dan meminta JPU
untuk menghadirkan saksi terkait. Hal ini dimak-
sudkan, untuk membuka fakta di persidangan.
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Dalam kasus ini, Majelis Hakim PN Parigi
nampaknya mulai terlihat berang. Sebab JPU
terkesan lamban, utamanya dalam menghadirkan
saksi. Sejauh ini, Majelis Hakim sudah beberapa
kali memerintahkan JPU , agar menghadirkan
saksi-saksi terkait.

“Perintah majelis agar jaksa bisa menghadirkan
saksi,” ujar | Made Sukanada yang juga Ketua PN
Parigi itu.

Mendengar hal tersebut, JPU Samsul Bahri
Sanusi kepada Majelis mengaku akan
menghadirkan sejumlah saksi, dalam sidang
berikutnya, termasuk mantan Bupati Parmout,
Longki Djanggola. Fax




